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ABSTRAK

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki berbagai kebutuhan dalam hidupnya, dan
setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat agar dapat hidup
sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.
Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah pernikahan atau perkawinan, yang dianggap sebagai
hak dasar umat manusia di seluruh dunia. Pernikahan bukan hanya membawa perubahan status
bagi kedua mempelai tetapi juga menimbulkan akibat hukum seperti hubungan hukum antara
suami istri, serta mengenai harta benda dan penghasilan mereka. Oleh karena itu, penting adanya
perlindungan hukum dengan kepastian hukum yang diberikan undang-undang untuk melindungi
hak kedua mempelai. Dalam pandangan beberapa ahli, seperti Wirjono Prodjodikoro, perkawinan
adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu, dan pada dasarnya merupakan perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar
iman. Pernikahan juga harus dipandang sebagai hubungan hukum yang memiliki nilai-nilai religius
berdasarkan Pancasila. Dalam hukum Islam, akad nikah adalah rukun penting yang melibatkan ijab
dan gabul. ljab gabul harus diucapkan dalam satu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang
bersangkutan untuk menjamin keabsahan pernikahan. Namun, pandemi Covid-19 telah
memunculkan fenomena baru yaitu pernikahan secara online. Penulis berpendapat bahwa
pernikahan online ini merupakan peristiwa hukum yang penting dan memerlukan penanganan
hukum yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik akad nikah online
selama pandemi Covid-19 di Indonesia dan bagaimana keabsahannya menurut Undang-Undang
Perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Pernikahan, perkawinan, kebutuhan dasar manusia,.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam
kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan
kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara
individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.1 Memang dalam realita kehidupan,
manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang kompleks dalam mencapai
kesempurnaan hidup, sehingga dalam hal ini dapat kita pahami bersama bahwasanya,
pernikahan atau perkawinan merupakan hak dasar umat manusia di seluruh dunia.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup
manusia. Disamping membawa kedua mempelai kepada kehidupan baru yang berbeda
dengan sebelumnya, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya.
Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung
jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang
mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan
melaksanakannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan
akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum
antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.
Sehingga maka daripada hal tersebut pentingnya perlindungan hukum dengan adanya
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kepastian hukum yang diberikan undang-undang dalam melindungi hak diantara kedua
orang mempelai.

Dalam hal ini terdapat pandangan beberapa ahli mengenai paradigma atau
perspektif definisi perkawinan, yang mana Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan
mengenai definisi perkawinan, yang mana dalam hal ini mengatakan bahwa perkawinan :

“adalah hidup bersama dari scorang laki-laki dan seorang perempuan yang
memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan
suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman”.

Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang
tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimasukkannya unsur kalimat “Ketuhanan Yang
Maha Esa” dalam pengertian perkawinan yang disebutkan pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun
1974, menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan yang
bersifat pribadi (individual), melainkan harus juga dipandang sebagai hubungan hukum
antara seorang pria dengan seorang wanita dalam satu rumah tangga yang memiliki nilai-
nilai religius berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.

Di dalam hukum islam terdapat beberapa rukun nikah, salah satunya adalah akad
nika. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan
kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara
dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami isteri dengan suaminya, kasih-
mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak,
sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan
kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan
terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.

ljab gabul yang harus diucap pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh
pihak-pihak yang bersangkutan. ljab diucapkan oleh wali, gabul diucapkan oleh calon
mempelai laki-laki apabila ijab dan gabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi
(terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan, maka pernikahan itu telah
dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Karena dalam hukum
Islam ditegaskan bahwa “perkawinan termasuk bentuk ibadah muqayyah yang
keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sah
kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur
esensialnya adalah ijab dan gabul. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis bukan akan
memberikan titik terang terhadap perbedaan mengenai persamaan atau perbedaan dari
frasa pernikahan maupun perkawinan. Namun yang akan menjadi titik pembahasan adalah
mengenai bagaimana praktik akad nikah yang dilakukan secara online selama masa
pandemic Covid-19 di Indonesia.

Jadi, ijab dan gabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah yang
diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuanya kepada
calon suami, dan gabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela
mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah
kepada calon suami dan gabul berarti kerelaan menerima amanah Allah, dan dengan ijab
dan gabul bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena demikian sangat
penting arti ijab dan Qabul bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang
secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahanya. Karena memang ijab gabul adalah
syarat sah atau rukun dari pernikahan, sehingga apabila dilakukan secara online
merupakan fenomena hukum baru serta perlu adanya penanganan hukum baru. 6

Mengingat beberapa penjelasan diatas mengenai pentingnya akad nikah atau ijab
gabul dalam hal ini penulis juga menganggap bahwasanya pernikahan yang dilakukan
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secara online pada masa covid — 19 merupakan peristiwa hukum yang sangat penting.
Disisi lain ijab gabul adalah hal

yang sangat penting dalam sahnya perkawinan, dan dalam hal ini ijab gabul
ataupun pernikahan yang dilakukan secara online merupakan fenomena hukum baru
berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti dengan judul “Tinjauan
Yuridis Terhadap Akad Nikah Yang Dilakukan Secara Online Di Masa Pandemi Covid-19
Menurut Undang — Undang Perkawinan”, karena mengingat pentingnya peristiwa hukum
dengan melakukan akad nikah dan pernikahan secara online mengenai keabsahanya
berdasarkan Undang — Undang Perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara
untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode yang
digunakan dalam penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Penelitian hukum
merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, yang dilakukan untuk
memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris
yaitu legal research dan dalam bahasa Belanda yaitu rechtssonderzoek. Dan fungsi dari
metode penelitian ini adalah untuk memberikan rancangan bagi penulis untuk
mempermudah penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keabsahan Akad Nikah Yang Dilakukan Secara Online Di Masa Pandemi Covid-
19 menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi wilayah dan warga Negara dari
ancaman bencana salah satunya masa Pandemi Covid-19 . Menurut Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis
bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Wabah Covid-19. dikategorikan masuk
dalam bencana nonalam. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa
nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Dalam hal penegakan hukum, Pemerintah RI berdasarkan Pasal 154 UU Nomor 36
tahun 2009 tentang Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber
penularan penyakit ke masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengungkapkan jenis dan
persebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat
serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan.

Dalam paradigma hukum di Indonesia, social distancing maupun lockdown
memiliki landasan hukum berupa UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan. Kekarantinaan Kesehatan menurut UU Kesehatan merupakan upaya mencegah
dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan
masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Pemberlakuan social distancing maupun lockdown sebenarnya merupakan upaya dari
adanya Kedaruratan Kesehatan. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian
kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit
menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi,
kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan
berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Dalam UU Kesehatan respon dari
keadaan darurat kesehatan diantaranya Karantina rumah, Karantina rumah sakit, Karantina
Wilayah dan yang kini digagas oleh Presiden adalah Pembatasan sosial berskala besar.
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"Social distancing” dalam konteks pernikahan online mengacu pada praktek
menjaga jarak fisik untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit, terutama selama
pandemi seperti Covid-19. Berikut adalah beberapa panduan dan saran untuk
melaksanakan pernikahan dengan menerapkan social distancing melalui platform online.

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan masyarakat untuk terikat pada
aturan-aturan yang berlaku. Segala urusan wajib dijalankan berdasarkan norma-norma
serta aturan-aturan hukum yang berlaku, demikian juga bagi pencatatan nikah sebagai
bentuk penerapan Pasal 2 UUP yang menjadi prasyarat bagi siapa pun yang ingin
mendapatkan pengakuan di mata perundang-undangan dan hukum di negara.

Menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung kepada pemenuhan
seluruh syarat syaratnya. Menurut Pasal 2 UUP: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut perundang- undangan yang berlaku.” Ketentuan tersebut
menyatakan bahwa perkawinan memiliki kaitan erat dengan agama dan kepercayaan.
Suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah dan diakui secara yuridis
apabila telah dicatatkan.

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan jelas, setiap perkawinan harus
diikuti dengan pencatatan agar perkawinan itu diakui keabsahannya. namun jika tidak
dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut
Undang-Undang Perkawinan. Penerapan pencatatan perkawinan ini merupakan sesuatu
yang mutlak yang diberikan oleh Negara kepada setiap orang. Hal ini tampak pada Pasal
28 D Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”. selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
dipertegaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa bagi yang telah melaksanakan
perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu, mutlak dan berhak mendapatkan
sebuah kepastian hukum dalam bentuk perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu
juga dengan hukum untuk penerapan pencatatan perkawinan via video conference juga
harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti halnya perkawinan
yang dilakukan secara tatap muka langsung apabila dinyatakan sah dan diizinkan
pelaksanaannya menurut agama yang dipeluknya maka mutlak pihak lembaga pencatat
untuk mencatatkan perkawinannya.

Pencatatan nikah dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah demikian Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “Pencatatan perkawinan
dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh
Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954
Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”46

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menentukan keabsahan perkawinan virtual
menurut UUP harus terlebih dahulu melihat apakah pelaksanaan perkawinan virtual
tersebut telah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ketika perkawinan virtual
diterima dan dianggap sah oleh agama, maka mutlak adanya hukum negara untuk
menerima dan memfasilitasi penerapan pencatatan perkawinan sebagai implikasi dari
adanya perkawinan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUP,
serta berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
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Dalam hukum Islam, sahnya suatu perkawinan dapat dinyatakan apabila telah
memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Salah satu rukun dan syarat tersebut adalah
dilaksanakannya ijab kabul yang merupakan unsur fundamental dan mendasar bagi
keabsahan suatu perkawinan. Pengucapan ijab oleh wali dari mempelai perempuan
dianalogikan sebagai suatu pernyataan ikhlas atau rela untuk menyerahkan mempelai
perempuan kepada calon suaminya serta kabul sebagai bentuk penerimaan mempelai pria
atas calon istrinya.

Ulama 4 (empat) mahzab menjelaskan beberapa hal dalam hukum Islam yang
harus dipenuhi dalam sighat (kalimat) akad atau ijab kabul agar perkawinan yang
dilaksanakan dapat dianggap sah, yaitu: Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dengan
kabul; Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya;
Diselesaikan pada waktu akad; dan Dilakukan dalam ittihad al majlis (satu majelis).
Keabsahan perkawinan online tidak dapat terlepas dari rukun dan syarat perkawinan yang
erat kaitannya dengan makna substansial ittihad al-majlis (satu majelis) sebagai salah satu
syarat sighat (kalimat) dalam ijab kabul.

Hafiyan Prafianto dan Anya Agnia merupakan Warga Negara Indonesia
(selanjutnya disebut WNI) dan beragama Islam yang menyelenggarakan perkawinannya
secara online antara Bandung dan Jepang. tempat yang sama dengan mempelai wanita di
Bandung. ljab kabul berlangsung melalui video teleconference, mempelai wanita bersama
petugas KUA, saksi, dan wali yang mengucapkan ijab berada di Bandung sedangkan
mempelai pria mengucapkan kabul di Jepang.

Hal serupa juga dilakukan oleh pasangan WNI lainnya yaitu Deibrah Nur Kumala
dan Muhammad Akmal Fikri yang keduanya beragama Islam. Perkawinan virtual
dilakukan antara Jakarta dan Australia. Perkawinan virtual tersebut dilaksanakan dengan
mempelai pria yang memberikan kuasa untuk penerimaan kabulnya diwakilkan oleh orang
lain. Mempelai pria dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada ayahnya untuk
mewakilkan penerimaan kabul dalam perkawinannya dan surat kuasa tersebut dilampirkan
dalam berkas pensyaratan perkawinan ke KUA. Mempelai pria menyaksikan ijab kabul
melalui media video call di Australia, sedangkan penerimaan kabul dilakukan oleh ayah
kandungnya. Mempelai wanita, wali, saksi, dan ayah kandung dari mempelai pria berada
di Jakarta. Pengucapan ijab yang dilakukan oleh ayah dari mempelai wanita selaku wali
nikah dalam hal ini mengucapkan ijab dengan memberikan penjelasan bahwa ijab tersebut
ditujukan untuk calon suami dan bukan untuk wakil yang ditunjuk calon suami.

Pendapat ulama mahzab Syafi“i dan Maliki terkait pensyaratan ittihad al- majlis
(satu majelis) dalam perkawinan bermakna kesatuan waktu dan kesatuan tempat, bahwa
ijab kabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa terputus dan dilaksanakan
dalam satu tempat yang sama karena menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara
pengucapan ijab dan

pengucapan kabul dan berkaitan dengan kesaksian (syahadah) dua orang saksi
yang tidak hanya meliputi redaksi yang diucapkan, melainkan juga mengenai kepastian
orang-orang yang melakukan akad, sedangkan pendapat ulama mahzab Hanafi dan
Hambali terkait ittihad al-majlis (satu majelis) dalam perkawinan lebih menekankan
keharusan kesinambungan waktu dalam penerimaan kabul yang diucapkan dengan segera
tepat setelah wali nikah mengucapkan kalimat ijab, serta terdengar dengan jelas (sharih)
oleh para saksi, karena meskipun dalam tempat yang sama tetapi apabila dilakukan dalam
dua waktu terpisah maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan kabul tidak
terpenuhi maka.

Perkawinan yang dilaksanakan secara online tersebut dapat dikategorikan ke dalam
giyas karena keabsahan perkawinan online ini belum ada ketentuan hukumnya, sehingga
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untuk penentuannya didasari oleh sesuatu hukum yang sudah ditentukan dengan nash dan
terdapat persamaan di antara keduanya. Selaras dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam
kaidah ushul figh menyebutkan, yang artinya: “Sesungguhnya fatwa bisa berubah atau
berbeda karena perubahan atau perbedaan waktu, tempat, keadaan atau kondisi, dan adat
kebiasaan.”

Oleh sebab itu, dimungkinkan pemanfaatan teknologi yang berkembang salah
satunya video teleconference sebagai media perantara yang digunakan dalam perkawinan
online, sehingga konsep ittihad al-majlis (satu majelis)

menjadi luas maknanya, dengan catatan selama media internet yang digunakan
dapat memperlihatkan dan mendengarkan suara dari mempelai pria, maka kehadiran
mempelai pria dianggap satu majelis dengan mempelai wanita, wali nikah, saksi, dan
Pegawai Pencatatan Nikah yang hadir bersamaan dalam satu tempat.

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan perkawinan yang
dilangsungkan dengan calon mempelai pria yang terpisah tempat dari calon mempelai
wanita, dengan pengucapan ijab kabul secara online menggunakan media video
teleconference adalah sah dengan catatan pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut
dapat saling melihat dan mendengar ketika kalimat ijab diucapkan oleh wali dan kabul
diterima oleh mempelai pria.50

Asrorum Niam Soleh selaku Ketua Fatwa MUI mengatakan jika mempelai pria
atau wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, ijab kabul dalam perkawinan
disarankan untuk dilakukan dengan cara mewakilkan (takwil), namun dalam hal para
pihak tidak dapat hadir dan tidak ingin mewakilkan, pelaksanaan perkawinan dapat
dilangsungkan secara online dengan beberapa syarat, yaitu wali nikah, calon mempelai
pria, calon mempelai wanita, dan (2) dua orang saksi dipastikan terhubung melalui
jaringan internet secara online meliputi suara dan gambar atau video teleconference;
pengucapan ijab dan kabul harus dalam waktu yang sama, lafaz yang jelas dan tersambung
antara ijab dan kabul secara langsung; dan

terdapat jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang
bersangkutan. Ketentuan tersebut merupakan hasil forum Ijtima Ulama MUI dan
memutuskan jika perkawinan online tetap harus memenuhi syarat sahnya ijab kabul dalam
perkawinan, yakni dilaksanakan secara ittihad al-majlis (satu majelis), dengan jelas
(sharih), dan bersambung antara ijab dan kabul secara langsung (ittishal).

Tidak terpenuhinya konsep ittihad al-majlis (satu majelis) pada pelaksanaan
perkawinan online karena riskannya terhadap kebenaran bahwa pihak yang berkomunikasi
adalah benar pihak yang dimaksud, namun dengan menggunakan video teleconference
dapat meyakinkan bahwa yang melangsungkan ijab kabul adalah wali nikah dan mempelai
pria yang sebenarnya, jadi konsep ittihad al-majlis (satu majelis) mengalami perluasan
makna yaitu tidak sebatas ruangan tertentu saja. Sehingga, perkawinan yang
dilangsungkan secara online oleh pasangan Hafiyan Prafianto dan Anya Agnia serta
pasangan Deibrah Nur Kumala dan Muhammad Akmal Fikri dinyatakan sah karena telah
memenuhi Pasal 2 UUP, sebagaimana dalam perkawinan kedua pasangan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan secara Islam serta telah
dicatatkannya perkawinan mereka oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA setempat,
dengan perkataan lain, perkawinan online pasangan Hafiyan Prafianto dan Anya Agnia
serta pasangan Deibrah Nur Kumala dan Muhammad Akmal Fikri telah memiliki kekuatan
hukum.

Demikian pula menurut hukum Islam adalah sah walaupun dilaksanakan berbeda
tempat, demikian berdasarkan pendapat ulama 4 (empat) mahzab mengenai terpenuhinya
unsur ittihad al-majlis (satu majelis), yang menekankan kepada kesinambungan waktu
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antara pengucapan ijab dan kabul yang tidak boleh terpisah.

Berdasarkan penalaran giyas, penggunaan media video teleconference dalam
perkawinan pasangan Hafiyan Prafianto dan Anya Agnia serta pasangan Deibrah Nur
Kumala dan Muhammad Akmal Fikri adalah sah, demikian pula berdasarkan pernyataan
Ketua Fatwa MUI yang mensyaratkan video teleconference dalam pelaksanaan
perkawinan sebagai jaminan kepastian terhadap kebenaran pengucapan ijab kabul.
Perkawinan virtual tersebut juga sah berdasarkan pernyataan Hakim Pengadilan Agama
Jakarta Selatan mengenai saksi dan Pegawai Pencatatan Nikah yang hadir dapat
mempertanggungjawabkan kesesuaian ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali nikah dan
mempelai pria yang didengar dan dilihat melalui video teleconference.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa perkawinan secara online yang diselenggarakan akibat Pandemi Covid-19 menurut
UU Perkawinan adalah sah karena telah memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan. berdasarkan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, untuk keabsahan suatu perkawinan Negara
telah menyerahkan sepenuhnya kepada setiap agama. Sehingga apabila perkawinan via
video conference dinyatakan sah menurut hukum agama maka perkawinan tersebut
dinyatakan sah secara hukum positif Indonesia dan berhak mendapatkan sebuah
pencatatan dari perkawinannya.
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